
SALINAN

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR65 TAHUN2021

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR6 TAHUN2015 TENTANGPEMBAGIANJASA PELAYANANPADA
BADANLAYANANUMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUMDAERAH

KABUPATENMAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor HK.01.07 jMenkesj4718j2021
ten tang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya
Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52
Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan,
maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Majalengka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2
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2. Und~.~~.y~g~e.,N2m~' 28 Tahun,. 1999 tentang
PeI):y~!el1~arl:l~,iiN~g~~ ~ang berslh dan Bebas
K6~p~i,"]5~mg;:"~~.lfu:'S~iep9B~me (Lygt9.¥an Negara
Rel:>uplik;b:ic:t",,, . '%!i'YP 1999' Nomor 75, Tambahan
Lembaran Neg~ epublikIndonesia Nomor 4286);

3. Unda:n~-UIldarig'iN?lri()r 17", Tabun 2003" tentang
Keu~~8J1~rJ~~'a.t~iL~rii1;>,~~~f:iC1gar~,R~publik Indonesia
Tahuil"f093~'}~'om,()rA7,.[am1?ahan Lembaran Negara
ReP'llblik Indonesili Nomor 4286);

4. Und~g£UndaI1gx~.11\I~w()r 1 'l'a.hun 2004 tentang
PeroeI)d~l3I~~ii"t'i~g~~~ ,.(~mb'aran Negara Republik
IndonesiaTafi'llri:~09:4"Noinor 5, Tambahan Lembaran
Negara"Repu~iik Iric1bnesia Nomor 4355);

5. Undang-UI'ldang!"lc>I11c>1",15 Tahun, 2004 tentang
Pemeriks,~fu1:+:Pen,~~lql~~ 'i, dan Tanggung Jawab
Keuangan'~NegaJ:"a(~Ol1:liganNegara Republik Indonesia
Tahun' 2()04N().rn<>r>~6"T~bahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor 4400);

6. Undang-UI'ld~g N()II1o~ 33 Tahun 2004 tentang
Perirnba,ngan 'K~'ll.anganiAntara Pegterintah Pusat dan
Pemenhtahan :,Ji)aerafi(Lemb¥ari Negara Republik
Indonesi~, ,.T~tih::fQOfl "Nomor 126, Tambahan
Lembarati;;'NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-:UridangN0I'lli9r 40 Tahun2004 tentang Sistem
JalTlinlp ~osial;,S;f~si,Qg~(Een:lbaran Negara Republik
Incl0ne::;ia,;'Tahull,'20()4, Nomor 150, Tambahan
LembaraniNegaraRepu,!,Iiklndonesia ,Nomor 4456);

, FJt

8. Und~g-{]ndan~; ,Namor 3,6 Tahun 2009 ten tang
KeSt;~~t~\:'J~ipbarat1" ,NegaraRepublik Indonesia
Tabun' 200Q"NorIl()r'144'; TambahanLembaran Negara
Republikfndorie~i~No1l19r 5063);

9. Undang7Ugcl,ElIj~,!"lqIl1'c>:r;~4:i:rahUn,2009tentang Rumah
S~t, (LemB~~NegBjai,B~publik Indonesia Tahun
2009 NoiIl.or';::i~3,': "'l'~baJian Lembaran Negara
Republik IndoriesiaNomorS072);

10. UndJUlg-Unclang Nprnor 12 Tahun 2011 tentang
Perrib~ntukaii;;. .~'f»~ra~1"an" Perundang- undangan
(Lembaran' :~~~~~,,:,~~pyblik In~onesia Tahun 2011
Nornor 8f' 'T~B.~ari" Lembaran Negara Republik
Indonesia Noniof5234); .

11. undang-UI)c:l~g!lNo.m6r24 Tahun 2011 tentang Badan
PenyeleI1gg~~;(J~irlaJ1. ~()sial (urmbaran Negara
RepublikIi'fi:lOpe~iatIahun2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran;jN€glifa:i~~pubiikIndonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang ... 3
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12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan luran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5372);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165)

18. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemamfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tantang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

20. Peraturan ... 4
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20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan
Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
Dalam Penyelanggaraan Program Jaminan Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1392);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400);

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206jPMK.02j2013
ten tang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan luran;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANBUPATIMAJALENGKANOMOR6 TAHUN2015
TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANANPADA BADAN
LAYANANUMUMDAERAHRUMAHSAKITUMUMDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2015
tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupatan Majelengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2015 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal3

Besaran dan Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Kabupaten
Majalengka, diatur sebagai berikut :

a. Besaran ... 5



a. Besaran .Jasa.Pel~Y~~~~~:.ger~~rna~r 1aIi lar.anan pasien umu~
danpaslen plhl:ik:l{etiga.;'iYang9]lrn:n.~n~an,tatlf "E~taturan3. Bupati
MajaIengka Noilloi<r;q'8.h1.iiit~O'15ad~AA"~e~~;ar penerimaan "riel setiap
bulan sesuai dt:?n~C!fl,tanf;:Jasa 'Peiayanaii sebagainiana ditetapkan
dalam Pasal 2 aya1:(2)Ilu1}lfli!-' .

b. Besaran Jasa f>elay~ap.;.yangi,:l2.~r~Hm1:>.c::r.dari .jasa layanan pasien
PihakKetiga Yangri}eQ~Il ".,., "f'g~t:?t;dantidak meng~na.:l{an
Tarlf Peraturan Bupafi ryfa:] '. g N9m9!' 1 Tanun 2015 maksiinal
sebesar 35% (tiga puluh' limapersen)d;,m penerimaan klaim pasien
pihak ketiga.

c. Pembagian jasa pelayapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b diatur sebagaiberik1(tt :
1. Tenaga .Medis maksitn~50%(lima p~uh persen);
2. Dir~ktur sebesar.maksitnal:6% (emu:npersen);
3. star Direktur sebesarmaklSimal8%(delapanpersen);
4. Tenaga Kesehat:ahdiluar Tenag~'NI~dis dan Tenaga Non Kesehatan

sebesar minimal 36 % (,tigapuluh enam persen).

d. Pengaturan proporsijasa: pelayananyang sebagaimana dimaksud pada
huruf c diatur lebihlanjut oleh Direktur.

2. Ketentuan Pasal4 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada.tanggal diundangkan, dan memiliki
daya laku surut sejak tanggal1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini .dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal8 Desember 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 9 Desember 2021

\

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN
BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan a~linya,
KEPALABAGIANHUKUM
~w ~UPATEN MAJALENGKA,

DEDESUPENANURBAHAR'
NIP 19651225 198503 1003
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